BUPATI BANTUL
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH VERIFIKASI DAN VALIDASI

Menimbang :

Mengingat

DATA KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANTUL
BUPATI BANTUL,

bahwa dalam rangka penyiapan Data Agregat Kependudukan
per-Kecamatan (DAK2) yang akurat diperlukan arahan dalam
verifikasi dan validasi data kependudukan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul
tentang Pembentukan Tim Pengarah Verifikasi dan Validasi
Data Kependudukan Kabupaten Bantul,

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8
Agustus 1950 Nomor 44);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950
Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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11.

12.

13.

14.
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Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan
Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis Nomor Induk
Kependudukan (NIK) Secara Nasional sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun
2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara Nasional;

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
( SIAK);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis
Nomor Induk Kependudukan (NIK) Secara Nasional;

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri
D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor
10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2007Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2012
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bantul Tahun Anggaran 213 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2012 Nomor 12);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2012 tentang
Kebijkan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 72);



16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGARAH VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA
KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANTUL.

KESATU :  Membentuk Tim Pengarah Verifikasi dan Validasi Data
Kependudukan Kabupaten Bantul, dengan susunan dan
personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan
Bupati ini.

KEDUA :  Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai

berikut :

a. memberikan pengarahan kepada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil untuk melaksanakan pengembangan
database kependuduksn.

b. mengadakan koordinasi dengan Tim Teknis Verifikasi dan
Validasi Data Kependudukan dalam rangka melaksanakan
pengembangan database kependudukan.

KETIGA :  Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013.

KEEMPAT :  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2013

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubenur Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;

3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;

4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul,;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul,

6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;

7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan /atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGARAH VERIFIKASI DAN
VALIDASI DATKEPENDUDUKAN
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENGARAH VERIFIKASI DAN VALIDASI
DATA KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANTUL

JABATAN JABATAN DALAM DINAS NAMA
DALAM TIM
Pembina Bupati Bantul
Wakil Wakil Bupati Bantul
Pembina
Pengarah Sekretaris Daerah Kabupaten
Bantul
Ketua Asisten Pemerintahan Setda Kab.
Bantul
Anggota 1. Staf Ahli Bupati Bidang
Pemerintahan
2. Staf Ahli Bidang Politik dan
Hukum
3. Kepala Bagian Tata
Pemerintahan Setda Kab Bantul
4. Kepala Bagian Hukum Setda
Kab Bantul
Pembantu 1. Kasubbag Umum dan
pelaksana Disdukcapil
2. Staf Subbag Umum pada .
A Wimb
Disdukcapil Kabupaten Bantul gus Wimbaryono

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd
ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum
Pembina (IV/a)
NIP.196402191986031023




